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KATA PENGANTAR

“*% egala puji hanyalah milik Allah SWT yang telah

% memberikan Hidayah dan taufig-Nya kepada kita
semua sehingga dengan hal tersebut kami dapat
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2023 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban

publik Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe kepada seluruh stake ‘

holder yang berkepentingan. Selain itu penyusunan LKjIP ini

bentuk responsibilitas lembaga atas Instruksi Presiden Republik

Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 jo Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 serta DIKTUM
KETIGA Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja
(PK).

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan LKjiP ini masih terdapat banyak celah dan
kekurangan, oleh karena itu berbagai masukan, saran dan kritik dari semua pihak yang bersifat
membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini di masa mendatang.

Di masa mendatang Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe akan melakukan berbagai langkah
untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita
wujudkan bersama dapat tercapai dan pada akhirnya dapat menciptakan good governance di
lingkungan Direktorat Jenderal Peradilan Agama khususnya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua
dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Agama, Nusa dan Bangsa. Amin.

adf Suparman, S.H.I, M.H.
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EXECUTIVE SUMMARY

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe merupakan Badan Peradilan yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu
yang diaturdalam Undang-Undang. Kekuasaan kehakiman di Mahkamah Sya’iyah Lhokseumawe
dilaksanakan oleh Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai Pengadilan Tingkat
Banding.

Untuk itu, seluruh program kerja Mahkamah Syar’ivah Lhokseumawe didasarkan pada tujuan,
sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Strategi yang mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 — 2024, Indikator Kinerja Utama,
Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.

Pada tahun 2023, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe mempunyai beberapa sasaran strategis
yang ingindicapai yaitu; peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan tertib adminsitrasi perkara,
peningkatan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum di bidang
peradilan, peningkatan pelayanan peradilan, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, peningkatan kualitas pegawai dan penyelesaian administrasi
pegawai, peningkatan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tupoksi Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe, serta peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksaaan tupoksi
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe.

Secara umum, sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe tahun 2023 dapat dicapai dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2022
dengan mendapatkan persentase 130,75%. Meskipun demikian masih terdapat beberapa hal yang
menjadi catatan bagi Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe untuk merealisasikan sasaran yangingin
dicapai. Berikut adalah matriks rekapitulasi realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis:

Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Pfarsente_lse perkara perdata agama yang 100 100% 100%
diselesaikan tepat waktu
Terwujudnya

Proses Persentase Perkara Jinayat yang
Diselesaikan Tepat Waktu

95% 100% 105%
Peradilan yang

Pasti, Persentase Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Banding

80% 98,33% 123%

Transparan dan
Akuntabel Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Persentase Perkara Anak yang
Diselesaikan dengan Diversi

Index Persepsi Pencari Keadilan Yang
Puas Terhadap Layanan Peradilan

90% 99,6% 110%

90% 100% 111%

90% 99,75% 110%

Peningkatan Persentase salinan putusan perkara perdata -
Efektivitas Agama yang disampaikan ke para pihak tepat s i it
waktu
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Pengelolaan

Persentase Salinan Putusan Perkara Jinayat

Penyelesai 00% 00%
X e yang disampaikan ke para pihak tepat waktu s . S
Perkara
Persentase Perkara yang Diselesaikan
Melalui Mediasi 10% 41% 410%
Meningkatnya Persentase Perkara Prodeo yang : 00%
Akses Peradilan | diselesaikan 3 . e
bagi Persentase perkara yang diselesaikan diluar
Masyarakat Gedung Pengadilan 2 3 g
Miskin dan
Terpinggrikan Persentase Pencari Keadilan Golongan 100% 100% 100%
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posyankum)
Meningkatnya
Kepatuhan Persentase Putusan Perkara Perdata Agama 90% 100% 111%
Terhadap Yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
Putusan
Pengadilan
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A. LATAR BELAKANG

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe sebagai salah satu badan peradilan pelaksana kekuasaan
kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama
Islam memiliki tugas pokok memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat
pertama di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris

3. Wasiat

4. Hibah

5. Ekonomi Syariah
6. Jinayat

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe sebagai salah satu ujung tombak lembaga peradilan
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama
islam diwilayah Kabupaten Kota Lhokseumawe. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mempunyai
wilayah hukum yang terdiri 4 kecamatan dan meliputi 69 Desa / Gampong.

Mahkamah = o = = = s
Syar’iyah ! /
Lhokseumawe

H

mempunyai

wilayah hukum
sama dengan
pemerintah Kota
Lhokseumawe,
yaitu terdiri dari
4 Kecamatan

yang meliputi 69
Desa/Gampong.

Pembinaan

teknis
Mahkamah
Syar’iyah baik
teknis  yustisial
maupun non yustisial (Organisasi, Administrasi dan Keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP} Tahun 2023

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe




sepenuhnya dari Departemen Agama Rl ke Mahkamah Agung RI. Hal ini berdasarkan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta
ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Rl Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi,
Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan

Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI, mengakibatkan perubahan-perubahan dengan
melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam peningkatan pelayanan publik dan dituntut untuk
menunjukkan kemampuan serta mewujudkan aparat yang profesional, efektif, efisien, transparan dan
akuntabel.

Setelah satu atapnya peradilan agama di bawah Mahkamah Agung RI, Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe telah melaksanakan berbagai program dan capaian antara lain:

e Program Reformasi Birokrasi yang berfokus pada penataan tata ruang yang steril dari |
interaksi aparat pengadilan dengan pihak pencari keadilan, perbaikan tata kerja, |
pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan dan pemanfaatan teknologi
informasi, transparansi informasi, peningkatan pelayanan publik dan meja informasi. |
Menyelesaikan perkara tidak lebih dari 5 bulan. |

e Melaksanakan keterbukaan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di
Pengadilan. ‘

Sebagai lembaga Pemerintah, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bertanggung jawab
melaksanakan tugas dan fungsinya kepada masyarakat/publik. Untuk itulah Mahkamah Syariyah
Lhokseumawe mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP), dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja selama 1 (satu) tahun
anggaran.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah
Syariyah Lhokseumawe sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah
Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat, sebagi berikut:

A
Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 undang-undang tersebut.
yaknidisebutikan bahwa. Peradilan Agama adalah salah satv petaku
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Isiam
mgempummmbmbahwamkmhagm.
kedodukan lembaga peradilan Agama sudah semakin kuvat dan sejajar
dengan lingkungan peradilan lainnya. Bahkan secara kelembagaan
peuﬁmagnm;uganungﬂampcﬁmmkﬁm&langgmm

llal ini sesvai dengan wundang-undang WNmor3 Tahun 2006
menyatakan bahwa: Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan
pengkhususan penga-ditan yang diatur denganundang-undang. Maksud
dari pasal tersebut adaiah adanuya pengadilan syariat Istam yang diatur
tersendiri dengan undang-undang. Dengan demikian. jelas bahwa status
dan keduvdokan peradilan agama pada masa reformasi ini sudah semakin
kuat. Begitv pula dengan kewenangan yang dimilikinya sudah semakin
bertambah dan lvas. Dari Sisi Status dan kedudukan pengaditan agama
tidak lagi dibedakan dengan badan peraditan lain yang ada di Indonesia.

i
>
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mberikan p

banding

Memberikan pelayanar

semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama { umum,

kepegawaian keuangan, k :

Memberikan pelayanan penye ! permo

pertolor n nk N harte ninggalan di I
-orang yang beragama islam
arkan hukum Islam

sian rukyat hilal, pelayanan riset/pence
penyuluhan hukum, n
entuan arah kiblat dan pene
sebagainya
Memberikan keterangan

C. STRUKTUR ORGANISASI g hukum Islam p stansi amr_arm:“;h;!:

daerah hukumnya, bila diminta s imana diatur
Tuntutan Reformasi Birokrasi telah dalam Pasal 52 Undang-unc 3 Tahun 2006
tentang Peradilan Agama.
membawa Lembaga Mahkamah Agung Rl untuk
melakukan penyesuaian termasuk

pengorganisasian pada empat lingkungan peradilan. Dengan memperhatikan Surat Persetujuan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2128/M.PANRB/6/2015
Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

STRUKTUR ORGANISASI
MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE KELAS 18

I AR

KFPALS SUR RAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN

KEPALA 5US BAGIAN
PERFNCANAAN, TI DAN
PELAPCRAN

KEPALE SUB BAGIAN
FRNTTERA WS04 E PEGAW MAN, ORGANISAS]

GUGATAN

\\Iﬂ-!-“ SHLMH

PANITIRA HRUSITA - JURUSITA
PENGGANTI PENGGANTY

PENGEMUD)
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Dengan adanya peraturan baru tersebut merubah struktur organisasi pada empat Peradilan,
termasuk pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Agama. Perubahan yang menonjol dengan
adanya peraturan baru ini adalah dipisahnya jabatan antara Panitera dan Sekretaris dan yang
sebelumnya dijabat rangkap oleh satu orang, dipisahkan menjadi dua orang yaitu seorang Panitera
dan seorang Sekretaris. Demikian juga dengan struktur dibawahnya mengalami perubahan terutama
pada struktur dibawah kesekretariatan.

Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015, seorang Panitera pada Mahkamah Syar’iyah Kelas
IB membawahi tiga panitera muda, yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Permohonan,
Panitera Muda Gugatan, dan Kelompok Fungsional Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan
pranata peradilan. Sedangkan seorang Sekretaris membawahi tiga sub bagian, yaitu Kasubbag
Kepegawaian,Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Perencanaan
Teknologi Informasi dan Pelaporan, dan Kelompok fungsional Analis Pengelolaan APBN, Pranata
Keuangan APBN.

Panitera dan Sekretaris bertanggung jawab kepada pimpinan pengadilan yaitu Ketua dan atau
Wakil Ketua Pengadilan. Ketua pengadilan selain sebagai pimpinan pengadilan juga sebagai
koordinator para Hakim Pengadilan yang mengatur Majelis Hakim dan pembagian perkara kepada
para Hakim.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe selama tahun 2022 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah
sebagai berikut:

s (BABI - Pendahuluan) Pada bab ini menggambarkan latar belakang hal - hal umum tentang
keadaan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, Tugas Pokok dan Fungsi serta Sistematika
Penyajian.

e (BAB Il - Perencanaan dan Penetapan Kinerja) Pada bab ini menggambarkan mengenai
Rencana Strategis dan Rencana Kinerja. Rencana Strategis meliputi tujuan dan sasaran,
program dan indikator kinerja yang dilaksanakan dalam pencapaian visi dan misi Mahkamah
Syar’iyah Lhokseumawe.

e (BAB Il - Akuntabilitas Kinerja) Pada bab ini menjelaskan tentang Realisasi Indikator Kinerja
Utama, Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 serta Analisis Akuntabilitas Kinerja di
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe.

e (BAB IV - Penutup) Pada bab ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan
Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Tahun 2023 dan saran yang
diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

e (Lampiran) Data-data pendukung Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar’iyah

Lhokseumawe.
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP}) Tahun 2023
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe

A. PERENCANAAN KINERJA
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 pemerintah

mempunyai prioritas dalam hal pembangunan di bidang hukum dan aparatur yang salah satunya
adalah tercapainya konsclidasi, penegakan supremasi hukum, dan penegakan hak asasi manusia serta
kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik.
Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pelayanan hukum yang diselaraskan dengan arah
kebijakan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia yang termuat dalam
Cetak Biru (Blue Print) Pembaharuan Peradilan Republik Indonesia 2010-2035. kemudian dirumuskan
Rencana Strategis Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe tahun 2020-2024 sebagai penjabaran atas visi
dan misi Mahkamah Agung yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program
dan kegiatan dalam konteks kewenangan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe.

Perumusan rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaruan
yang dilakukan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur
dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam
merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam
pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan.

1) VISI DAN MiSI
Visi Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe mengacu pada Mahkamah Agung Rl adalah:

Visi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe tersebut
mempunyai makna sebagai berikut:

- Terwujudnya mengandung makna bahwa untuk mencapai sesuatu yang diinginkan
haruslah mempunyai usaha/effort yang penuh dengan integritas tinggi dan terencana.

- Adil bermakna profesionalitas yang menjunjung tinggi aturan perundangan tanpa
mengesampingkan moralitas hukum dan rasa keadilan.

- Berwibawa bermakna menjunjung tinggi kehormatan, berbudi pekerti yang luhur, dan
dekat serta mengayomi masyarakat.



Misi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, adalah sebagai berikut:

e Meningkatkan kapabilitas dan kredibilitas aparat peradilan sebagai penegak hukum dan
keadilan yang profesional

e Meningkatkan manajemen lembaga peradilan yang moderen

e Memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan

e Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai

e Meningkatkan transparasi dan akuntabilitas lembaga peradilan

2) TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. Tujuan yang hendak dicapai Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe sebagai Penegak Hukum yang bersih
dan transparan, dengan menerapkan sistem peradilan yang cepat, tepat, biaya ringan dan
akuntabel.

- Mewujudkan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan.

- Mewujudkan reformasi birokrasi dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM), menerapkan disiplin dan budaya kerja di lingkungan Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe.

3) SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun
2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe adalah
sebagai berikut:

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

- Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas
antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020 - 2024 dapat
dideskripsikan sebagai berikut ini:
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Mewujudkan Mahkamah Terwujudnya Proses 1) Persentase perkara

Syar'iyah Lhokseumawe perdata agama yang

Sebagai penegak hukum Peradilan yang Pasti, diselesaikan tepat waktu

Yang bersih dan transparan | Transparan dan Akuntabel 2) Persentase perkara

dengan menerapkan linayat yang

sistem peradilan yang cepat, diselesaikan tepat waktu

tepat, biaya ringan dan 3) Persentase perkara yang tidak

akuntabel mengajukan upaya hukum
Banding

4) Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum
Kasasi

5) Persentase Perkara Anak yang
Diselesaikan dengan Diversi

6) Indeks persepsi responden

pencari keadilan yang puas
terhadap layanan peradilan

1) Persentase salinan putusan
perkara perdata agama
yang disampaikan ke para
pihak tepat waktu

2) Persentase Salinan Putusan
Perkara Jinayat yang
disampaikan ke para Pihak
tepat waktu

3) Persentase Perkara yang
Diselesaikan Melalui
Mediasi

Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara

Meningkatnya Akses 1) Persentase Perkara Prodeo
Peradilan bagi Masyarakat yang diselesaikan

Miskin dan Terpinggirkan 2) Persentase perkara yang
diselesaikan diluar Gedung

Pengadilan

3) Keadilan golongan tertentu
yang mendapat Layanan
Bantuan Hukum
(POSYANKUM)

Meningkatnya Kepatuhan 1) Persentase putusan perkara

Terhadap Putusan Pengadilan perdata yang ditindaklanjuti
ataupun dieksekusi
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